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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Implementasi model Restorative Justice atau keadilan restorative pada 

penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Painan, yang dimulai dari Penyidikan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, belum seutuhnya digunakan. Karena 

masih menggunakan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak (undang-undang lama). Adapun telah berlakunya 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak pada bulan Agustus 2014, perkara anak untuk setiap tingkatan belum 

ada, jadi untuk penanganan perkara anak melalui keadilan restoratif 

(Restorative Justice) belum bisa diterapkan. 

2. Mekanisme penangan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui 

model Restorative Justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan 

diantaranya :  

a. Pada tingkat Penyidikan 

1) Menghubungi korban 

2) Menghubungi muspika (kapolres, tokoh masyarakat, walinagari, 

wali kampung dan tokoh pemuda), 

3) Dilakukan musyawarah dilingkungan masyarakat, 

4) Setelah musyawarah dan didapat ada perdamaian, maka dibuatlah 

akta damai atau perjanjian, 
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5) Akta damai tersebut diserahkan ke penyidik, dengan catatan jika di 

dalam ada pengganti kerugian pihak pelaku telah melaksanakan 

ganti rugi yang diminta oleh pihak korban. 

6) Pada penyidik dibuat pencabutan laporan. 

b. Pada tingkat Penuntutan 

Pada tingkat ini Jaksa tetap menerima perkara yang masuk, akan tetapi 

mengambil tindakan dengan mengeluarkan P-19 (pemberkasan tidak 

lengkap) sampai pada penyidik tidak mampu untuk memenuhi P-19 

tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga si pelaku anak 

bebas demi hukum.  

c. Pada tingkat pemeriksaan persidangan 

Hakim dalam mengupayakan keadilan restoratif (Restorative Justice) 

berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hak anak. Akan tetapi 

sebenarnya belum menerapkan sepenuhnya keadilan restoratif 

(Restorative Justice) itu sendiri, sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

B. Saran 

Bertolak dari uraian kesimpulan di atas, adapun saran dari penulis 

dalam rangka implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) anak 

sebagai pelaku pada penanganan perkara pidana anak sebagai berikut: 

1. Pada semua tingkat proses penanganan perkara pidana anak, mulai dari 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan perlu mengadakan 

penyuluhan hukum tentang upaya keadilan restoratif (Restorative Justice) 

kepada masyarakat sesuai dengan wewenang pada setiap tingkatan. 
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Dengan adanya penyuluhan masyarakat dapat mengerti begitu besarnya 

perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

2. Pada semua tingkatan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

pengadilan hendaknya segera dibentuk penyidik khusus anak, jaksa khusus 

anak dan hakim khusus anak, yang tidak hanya dibentuk berdasarkan surat 

perintah dari atasan, agar tercapai sepenuhnya keadilan restoratif 

(Restorative Justice) dan tercapainya prinsip-prinsip perlindungan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


